
BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR  18 TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU 

NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : a. bahwa belum tercantumnya perhitungan kemampuan keuangan 
didalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotabaru perlu disisipkan pasal yang mengatur 
perhitungan tersebut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotabaru; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 
13); 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21); 

16.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2017 Nomor 98); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 26 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK 
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
KOTABARU. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2017 Nomor 26), disisipkan sebagai berikut : 

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 
Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5A 

(1) Kelompok kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Kotabaru Tahun 
Anggaran 2019 berdasarkan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah 
yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru 
sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 adalah sebagai berikut : 



PARAF KOOIMNite 

lietlemi 

a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah : Rp 1.419.855.690.477,58; dan 
b. Dikurang Realisasi Belanja Pegawai PNS : Rp 710.516.515.821,00 

Kemampuan Keuangan Daerah TA. 2019 : Rp 709.339.174.627,58 

(2) Sesuai dengan Pasal 5 huruf a, kemampuan keuangan daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 709.339.174.627,58 
(tujuh ratus sembilan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh 
puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh lima puluh delapan sen) dan 
termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru. 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 

BUPATI KOTABARU, 

SAYED AFAR 

Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal 

S ,KRE RIS DAERAH 
I\

. 

 KA UPAT N KOTABARU, 

H. SAID AKHMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2019 NOMOR 
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